
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVIIYSI JAWA TIMUR

PERATURAIT DAIRAII KABUPATEIT KEDIRI
IVOMOR 9 TAIITru 2018

TEtrTANG
PEIIICABUTAN 2 (DUAI PERAfTTRAIT DAERATT I(ABTTPATEN KEDTRT

DEITGAIT RAIIMAT TI'I{AN YANG MAIIA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa yang mengamanatkan susunan organisasi
dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dalam peraturan
Bupati serta surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
500/3231/sJ tanggal 19 Juli 2otr tentang Tindak Lanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2otz yang
mengamanatkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera
melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin
garrgguan dan pungutan retribusi izin gangguan, sehingga
beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri perlu dicabut;

b- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk peraturan Daerah tentang
Pencabutan 2 (Dua) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 7945;

2. undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor lg, Tambahan l-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana terah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas wilayah Kotapra.ia Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196s Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
273Q;
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3. Undang-undang Nomor 2g Tahun Lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun lggg Nomor TS, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);

4. undang-undang Nomor 12 Tahun 2or1 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2olr Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
523fl;

5- undang-undang Nomor 2s Tahun 2a14 tentang
Pemerintahan Daerah ilembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5sg7) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor g

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56T9l;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1,2 Tahun 2olr tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Repubrik Indonesia Tahun zafi
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60a1);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2ols
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun 2015
tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL6 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2oll

tentang Pencabutan peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor
27 Tahun 2oo9 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan
di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Da1am Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tah.un 2oo9 tentang pedoman penetapan

Izin Gangguan di Daerah;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Menetapkan

dan
BUPATI KEDIRI
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, 2 (dua) Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 17 Seri E); dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2Ol2

tentang Retribusi lzin Gangguan {Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 111).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 11 - 2018

BIIPATI KTDIRI,
ttd

IIARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 - 11 - 2018
PJ. STKRTTARIS DAERAII KABUPATEII KTDIRI

ttd
MOIIA}IAD SOLIKIN

LTUBARAIT DATRAII KABT'PATEI{ KIDIRI TAIIU1T 2018 ITOMOR 9
IIOREG PERATT'RAIY DATRAII KABI'PATTN KTDIRI PROVIITSI JAWA
TIMUR r 36L-9l2OtB Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI KEDIRI

Pembina Tingkat I
NrP. 19740525 199311 1 001



PEITJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAII I(ABUPATEN KIDIRI

ITOMOR 9 TATIT'N 2A1A
TEItTAtrG

PtncABrmArlr 2 puAl ptRATURATf DAERAH
I(ABT'PATTil I(EDIRI

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa yang menyebutkan pengaturan rebih ranjut
mengenai susunan organisasi dan tata keg'a pemerintahan desa dan
perangkat desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/ walikota.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2ol7 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2z
Tahun 2aog tentang pedoman penetapan rzrn Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2oag tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2z Tahun 2oo9 tentang pedoman penetapan lnn
Cangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
5Aa/3231/SJ tanggal 19 JuIi 2ol7 tentang Tindak Lanjut peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2alr yang menyampaikan bahwa
dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan pencabutan
peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi
iza,, gangguan. Adapun keputusau pencabutan terhadap beberapa
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tersebut didasarkan pada dua
alasan, yaitu :

1' bahwa susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan
perangkat desa di tetapkan dalam peraturan Bupati;

2' bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2olr tersebut di atas, pemerintah Daerah
Kabupaten Kediri segera melakukan pencabutan peraturan daerah
terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan.

Atas dasar alasan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) peraturan
Daerah yang dicabut, yakri sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun 2006 Nomor 5 seri E,
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Tambahan I,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 seri E);dan
2- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun2ot2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor i 11).

il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
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